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BUPATI BINTAN 

PROPINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

                                   NOMOR  1 TAHUN 2017 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang :  a. bahwa telah terjadi kesalahan dalam membaca 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam 

pengaturannya; 

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Bintan.. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun Nomor 

3851); 

 

3.Undang…. 
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4237) ; 

6.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4605); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat  Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 

2016 Nomor 7); 

10.Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Bintan ( Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 

Nomor 31); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    :  PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN. 

Pasal I. . . . 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan nomor 

31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Bintan ( Berita Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut: 

a. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 8 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut :  

 

Bagian Ketiga 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil tipe A terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub. Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub. Bagian Keuangan; 

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri 

dari: 

1. Seksi Identitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk ; 

3. Seksi Pendataan Penduduk; 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari: 

1. Seksi Kelahiran; 

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian; 

3. Seksi Perubahan Status Anak, 

Perwarganegaraan; 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan terdiri dari: 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan; 

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi; 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

terdiri dari: 

1. Seksi Kerja Sama; 

2.Seksi. . . . 
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2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan; 

3. Seksi Inovasi Pelayanan; 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada 

Lampiran I merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 

b. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 16 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut :  

 

Bagian Kesebelas 

Dinas Ketahanan Pangan 

Pasal 16 

(1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan tipe A 

terdiri dari: 

a. Kepala dinas; 

b. Sekretariat Terdiri dari : 

1. Sub. Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub. Bagian Keuangan; 

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

terdiri dari: 

1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya 

Pangan; 

2. Seksi Kerawanan Pangan; 

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri 

dari: 

1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; 

2.  Seksi Cadangan Pangan; 

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan terdiri dari: 

1. Seksi Konsumsi Pangan; 

2. Seksi Promosi, Penganekaragaman dan 

Pengembangan Pangan Lokal; 

 

f.Bidang. . . . 
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f. Bidang Keamanan Pangan terdiri dari: 

1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; 

2. Seksi Pengawasan, Kerjasama dan Informasi 

Keamanan Pangan; 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

Peraturan Bupati ini. 

 

c.  Ketentuan Bagian Kedelapanbelas Pasal 23 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Bagian Kedelapanbelas 

Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Pasal 23 

(1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Tipe B terdiri dari terdiri dari : 

a. Kepala dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan 

Keuangan; 

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca; 

1. Seksi Pembinaan, Pengembangan 

Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan; 

2. Seksi Pengembangan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca; 

d. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian 

Bahan Perpustakaan; 

1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pelestarian 

Bahan Perpustakaan; 

2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama 

Perpustakaan  

e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan ; 

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

Kearsipan; 

2.Seksi. . . . 
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2. Seksi Pengelolaan Arsip; 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan 

Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran III 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

Peraturan Bupati ini. 
 

d. Ketentuan Bagian Kesembilanbelas Pasal 24 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Kesembilanbelas 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pasal 24 
 

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Tipe C terdiri dari : 

a. Kepala dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan 

Keuangan; 

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Perumahan; 

1. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi 

Perumahan; 

2. Seksi Sertifikasi Perumahan ; 

d. Bidang Permukiman; 

1. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka 

Hijau; 

2. Seksi Prasana Sarana dan Utilitas 

Permukiman; 

3. Seksi Sanitasi Permukiman 

e.  Unit Pelaksana Teknis Daerah 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional 

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II . . . . . 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bintan. 

 
Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  

pada tanggal 9 JANUARI 2017 
   

BUPATI BINTAN 

 
ttd 

 
APRI SUJADI 

 
Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 JANUARI 2017 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH  

   KABUPATEN BINTAN 
 

  ttd 
 
      ADI PRIHANTARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR  
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Lampiran  I   : Peraturan Bupati Bintan 

  Nomor :1 TAHUN 2017 
  Tanggal : 9 JANUARI 2017   

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

BUPATI BINTAN 
 

ttd 
 

APRI SUJADI 

JABATAN FUNGSIONAL 

    

    

 

KEPALA 

 

SEKRETARIS 

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN 

SIPIL 

BIDANG PEMANFAATAN DATA 

DAN INOVASI PELAYANAN 

 

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

 

SEKSI KELAHIRAN 

 

 

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 

SUB. BAGIAN 

PENYUSUNAN PROGRAM 

SUB. BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

 
 

SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK 

 

 

SEKSI PENDATAAN PENDUDUK 

SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN 

DAN KEMATIAN 

SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, 

PERWARGANEGARAAN 

 

SEKSI SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

SEKSI PENGOLAHAN DAN 

PENYAJIAN DATA KENDUDUKAN  

SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI, 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

 

SEKSI KERJA SAMA 

 

 

SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

 

SEKSI INOVASI PELAYANAN 

SUB. BAGIAN   

KEUANGAN 

 

UPTD 
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  Lampiran  II   : Peraturan Bupati Bintan 

  Nomor :1 TAHUN 2017 
  Tanggal : 9 JANUARI 2017 

                                                                                                                                                           
STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS KETAHANAN PANGAN 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
BUPATI BINTAN 

 
ttd 

 
APRI SUJADI 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

    

    

 

KEPALA 

 

SEKRETARIS 

BIDANG KONSUMSI DAN 

PENGANEKARAGAMAN PANGAN 

 

BIDANG DISTRIBUSI DAN 

CADANGAN PANGAN  

 

BIDANG KEAMANAN PANGAN 

 

BIDANG KETERSEDIAAN DAN 

KERAWANAN PANGAN 

 

SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA  

PANGAN 

 

SEKSI KETERSEDIAAN DAN 

SUMBER DAYA PANGAN 

SUB. BAGIAN 

PENYUSUNAN PROGRAM 

SUB. BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

 

 

SEKSI KERAWANAN PANGAN 

 

 

SEKSI CADANGAN PANGAN 

 

SEKSI KONSUMSI PANGAN 

 

SEKSI PROMOSI 

PENGANEKARAGAMAN DAN 

PEGEMBANGAN PANGAN LOKAL 

 

SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN 

PANGAN 

 

SEKSI PENGAWASAN, KERJASAMA 

DAN INFORMASI KEAMANAN 

PANGAN 

SUB. BAGIAN   

KEUANGAN 

 

UPTD 
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 Lampiran  III   : Peraturan Bupati Bintan 

  Nomor :1 TAHUN 2017 
  Tanggal : 9 JANUARI 2017 

                                                                                                         
STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
BUPATI BINTAN 

ttd 
 

APRI SUJADI 

JABATAN FUNGSIONAL 

    

    

 

KEPALA 

 

SEKRETARIS 

BIDANG PENYELENGGARAAN 

KEARSIPAN 

 

BIDANG PENGELOLAAN, 

LAYANAN DAN PELESTARIAN 
BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN 

MEMBACA 

SEKSI PENGEMBANGAN, 
KOLEKSI DAN PELESTARIAN 

BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

SEKSI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN TENAGA 

PERPUSTAKAAN 

SUBBAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN KEUANGAN 

SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 
 

SEKSI PENGEMBANGAN, 

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN 

MEMBACA 
 

SEKSI LAYANAN, OTOMASI 
DAN KERJASAMA 

PERPUSTAKAAN 

 

SEKSI PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN KEARSIPAN 

 

 

SEKSI PENGELOLAAN ARSIP 

 

UPTD 
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                                                 Lampiran  IV   : Peraturan Bupati Bintan 

  Nomor :1 TAHUN 2017 
  Tanggal : 9 JANUARI 2017 

                                                                    
STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
BUPATI BINTAN 

ttd 

 
APRI SUJADI 

JABATAN FUNGSIONAL 

    

    

 

KEPALA 

 

SEKRETARIS 

BIDANG                        

PERMUKIMAN 

 

BIDANG 

 PERUMAHAN 

 

SEKSI PENYEDIAAN DAN 

REHABILITASI PERUMAHAN 

SUB. BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN KEUANGAN 

SUB. BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SEKSI SERTIFIKASI  

PERUMAHAN 

SEKSI PERTAMANAN DAN RUANG 

TERBUKA HIJAU 

SEKSI PRASANA SARANA DAN 

UTILITAS PERMUKIMAN 

 

SEKSI SANITASI PERMUKIMAN 

 

UPTD 


